Hilangnya Mahkota Mahkamah Konstitust

ETUA Mahkamah
Konstitusi baru saja
diberhentikan mela-

Iui Putusan Majelis Kehor-
matan Mahkamah Konstitusi
(MKMK) setelah terbukti me-
lakukan pelanggaran etik be-
rat berupa pelanggaran ter-
hadap prinsip ketidakberpi-
hakan, integritas, kecakapan,
kesetaraan, independensi,
serta prinsip kepantasan dan
kesopanan.

Seluruh pelanggaran etik
berat tersebut, dilakukan Ke-
tua Mahkamah Konstitusi
Anwar Usman demi mengge-
lar karpet merah untuk kepo-
nakannya Gibran Rakabu-
ming Raka agar dapat me-
lenggang sebagai calon wakil
presiden pada Pemilu 2024,

Namun, sanksi yang diberi-
kan MKMK ini sejatinya ber-
tentangan dengan ketentuan
di dalam Undang-Undang
Mahkamah Konstitusi yang
mengatur sanksi pelanggaran
berat etik adalah berupa
pemberhentian tidak hormat
sebagai Hakim Konstitusi.

Inkoherensi

Putusan MKMK yang di-
bacakan Prof Jimly Asshid-
digie menyatakan bahwa Ha-
kim Konstitusi Anwar Usman
secara sah dan meyakinkan
melakukan pelanggaran etik
berat akibat turut serta
mengadili perkara yang jelas-
jelas memiliki konflik ke-
pentingan terhadap dirinya.

Pelanggaran ini, jelas-jelas
merupakan pelanggaran yang
dilakukan oleh Anwar Usman
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sebagai Hakim Konstitusi,
bukan pelanggaran yang di-
lakukan sebagai Ketua Mah-
kamah Konstitusi.

Penting pula untuk dicatat,
kedudukan Ketua Mahkamah
Konstitusi di struktur kelem-
bagaan Mahkamah Konstitu-
si, hanyalah sebagai primus
inter parest yang kewenang-
an-kewenangannya hanya
berkaitan dengan fungsi ad-
ministratif Mahkamah Kon-
stitusi.

Sehingga, saat Hakim An-
war Usman turut memeriksa
dan mengadili perkara, maka
dia sedang melaksanakan
fungsi-fungsi sebagai seorang
hakim, dan bukan fungsi se-
bagai Ketua Mahkamah Kon-
stitusi.

Putusan MKMK yang tidak
memberhentikan Anwar Us-
man sebagai Hakim Konsti-
tusi, sejatinya telah melang-
gar ketentuan peraturan pe-
rundang-undangan. Di dalam
Pasal 41 huruf ¢ dan Pasal 47
Peraturan Mahkamah Kon-
stitusi Nomor 1 Tahun 2023
tentang Majelis Kehormatan
Mahkamah Konstitusi, dinya-
takan bahwa satu-satunya
sanksi yang dapat dijatuhkan
apabila Hakim Konstitusi
melakukan pelanggaran etik
berat adalah pemberhentian
dari jabatannya secara tidak

hormat.

Oleh karena itu, kita wajib
mengangkat topi atas penda-
pat berbeda (dissenting opi-
nion) dari Prof Bintan Sara-
gih selaku anggota MKMK,
yang dengan berani meng-
ungkapkan bahwa sanksi
yang benar bagi Anwar Us-
man adalah pemberhentian
dengan tidak hormat.

Independensi

Pendapat berbeda dari Prof
Bintan Saragih memang ditu-
lis secara singkat, namun se-
jatinya memiliki latar bela-
kang filosofis yang begitu da-
lam.

Penting bagi kita untuk
mengingat ajaran Alexander
Hamilton lebih dari satu abad
yang lalu, bahwa kekuasaan
kehakiman (termasuk dalam
hal ini Mahkamah Konstitusi)
merupakan cabang kekuasa-
an terlemah (the least po-
wer), di mana segala putusan
vang diterbitkan Mahkamah
Konstitusi, hanya dapat dilak-
sanakan dengan ketundukan
sukarela cabang kekuasaan
vang lain,

Oleh karena itu, indepen-
densi menjadi hal penting ba-
gi kekuasaan kehakiman ka-
rena independensilah yang
menjadikan kita percaya bah-
wa putusan pengadilan di-

buat berdasar pertimbangan-
pertimbangan hukum yang
memadai, dan bukan dida-
sarkan pada aspek lain yang
penuh keberpihakan.

Dalam rangka menjaga in-
dependensi tersebutlah maka
seluruh hakim harus memi-
liki standar moral, standar
etis, dan integritas yang tinggi
serta tak tercela sebagai mah-
kota pengadilan.

Membiarkan Anwar Us-
man tetap menjadi Hakim
Konstitusi, bak membiarkan
sel kanker tetap berada di
tubuh Mahkamah Konstitusi.
Sel kanker ini perlahan-lahan
akan membunuh Mahkamah
Konstitusi, cepat atau lambat.

Runtuh

Putusan MKMK memang
menyatakan bahwa Anwar
Usman tidak diperkenankan
menangani perkara-perkara
yang berkaitan langsung atau
tidak langsung dengan ke-
pentingan keluarga Joko
Widodo pada kontestasi elek-
toral yang akan dilaksanakan.

Namun, perintah tersebut
tidaklah cukup untuk menja-
ga kualitas demokrasi yang
dicita-citakan sejak reformasi
bergulir.

Gagasan untuk member-
hentikan Anwar Usman seba-
gai Hakim Konstitusi sejati-
nya memiliki pesan yang le-
bih dalam, yakni dalam rang-
ka menjaga ajaran pemisahan
kekuasaan tetap terjaga seba-
gai sendi ketatanegaraan In-
donesia pasca reformasi.

Dengan koalisi gemuk Joko

Widodo di DPR yang menca-
pai lebih dari 80% lursi DPR,
keberadaan Anwar Usman di
Mahkamah Konstitusi yang
memiliki relasi kekeluargaan
dengan Joko Widodo menja-
dikan ajaran pemisahan ke-
kuasaan hanya sebatas for-
malitas dan gagal dimanifes-
tasikan secara substantif.

Faktanya, hampir seluruh
cabang kekuasaan (DPR,
kepresidenan, dan Mahka-
mah Konstitusi) dikuasai Jo-
ko Widodo.

Sebagai bentuk standar
etik yang tinggi, sudah se-
layaknya Anwar Usman un-
tuk mundur dari jabatannya
sebagai Hakim Konstitusi,
atau sejarah akan mencatat
bahwa dirinya merupakan
aktor kunci pembusukan de-
mokrasi dan aktor kunci yang
“membunuh” kepercayaan
rakyat terhadap Mahkamah
Konstitusi.

Keberadaan Anwar Usman
di Mahkamah Konstitusi se-
bagai individu yang terbukti
secara sah dan meyakinkan
melakukan pelanggaran etik
berat akan berdampak pada
runtuhnya kepercayaan pub-
lik terhadap Mahkamah Kon-
stitusi,

Kondisi ini tentu menyim-
pan potensi bahaya, meng-
ingat akan begitu banyaknya
perkara elektoral yang akan
diadili oleh Mahkamah Kon-
stitusi. Jika hal ini tidak di-
lakukan olehnya, maka ung-
kapan “reformasi kembali ke
titik nol”, semakin tinggi nilai
kebenarannya.***



